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JAKARTA — Kinerja legislasi
DPR RI kian menunjukkan pe-
nurunan. Apalagi di tahun po-
litik saat sebagian besar wakil
rakyat kembali sibuk dengan
upaya pencalonan mereka se-
bagai anggota DPR periode
20195-2024.

Tahuninisajadaritarget50
rancangan undang-undang
(RUU), DPR hanya berhasil
menyelesaikan pengesahan
10 RUU. Kinerja legislasi DPR
diprediksi semakin menurun
memasukitahun2019dimana
sebagian besar wakil rakyat
disibukkan dengan aktivitas
kampanye. Apalagi sebagian
menteri mitra kerja DPR juga
mencalonkan diri sehingga
waktumerekajugaakantersita
dengan aktivitas politik. “Saya
kira pasti akan ada terjadi
penurunan intensitas karena
banyak kegiatan di dapil, kan
sekaligus kampanye. Ini saya
kirayangperludimaklumijuga
selama untuk tidak meng-
ganggu hal-hal penting di
dalamkinerja DPR,”ujar Wakil
Ketua DPR koordinator Politik
dan Keamanan Fadli Zon di
Kompleks Parlemen, Jakarta;
kemarin.

Adapun banyak RUU yang
diperpanjang, Fadli menjelas-
kan, pembahasan RUU ini ter-
kait dengan dinamika pem-
bahasan. Seperti dalam pem-
bahasan RUU Larangan Mi-
numan Beralkohol (Minol),
ada perbedaan pendapat an—
tarfraksi mengenaijudul, ada
vang mengusulkan pengen-
dalian karena kalau pelarang-
an berarti pelarangan total,
ada yang bersikukuh pada pe-
larangan. “Tetapi nanti akan
kita rapatkan kembali, pasti
ada waktunya. Dan kalau ini
tidak bisa bertemu pada satu
titik, mungkin kita akan ambil
keputusan,”jelasnya.

Namun, lanjut Fadli, be-
berapawaktulalusudah mem-
bicarakan di Baleg (Badan
Legislasi) bahwa RUU yang
terlalu lama perpanjangannya
ini perlu ada satu penyikapan
bersama, tapi ada juga RUU
vang pemerintah tidak setuju.
“Nak, itu mungkin lain cerita-
nya, mungkin itu agak sulit

untuk ditentukan, dilanjut-
kan,”imbuhnya.

Karenaitu, diamenambah-
kan bahwa pihaknya akan
mencoba melakukan lobi khu-
susdalamrapat Bamus (Badan
Musyawarah) karena di situ
juga ada penentuan sikap dari
fraksi-fraksi termasuk peng-
usul. “Dari pemerintah juga
kadang-kadang pemerintah
nggak hadirjuga. Itu yang saya
dengar di dalam rapatitu. Itu
vangmembuatlama, jaditidak
sepenuhnya DPR,)” tandasnya.
Sementara itu, anggota Baleg
DPR Arsul Sanimengakui bah-
wa pembahasan RUU ini me-
mang mengalami perlambat-
an yang luar biasa di tahun po-
litikini karena tahapan pemilu
sudah mulai intens, di mana
para caleg melakukan kampa-
nye dan sosialisasi di bawah.
“Inisaya kira menjadi catatan
bagikamisemua,”kata Arsuldi
Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, kemarin.

- Namun, lanjut anggota
Komisi IIT DPRini, kalau di Ko-
misi IIT sendiri sudah berse-
pakat untuk memaksimalkan
atawwrmempergunakan sebaik
mungkin waktu sebelum 17
April 2019 di mana
masa tugas DPR
periode seka-
rang ini bex-
akhir, untuk
memaksi-
m a l k an
fungsilegis-
lasi. Di Ko-
misi Hu-
kuminiada
finalisasi
RKUHP,
RUU MK, =
RUU Jabat-
an Hakim, dan
RUU Pemasya-
rakatan. “Saya kira
memang harus
jadi fokus
kamisemua.
Malah
lebih

baik kalau dikritisi terus supaya
kitanya tidak terlelap juga.

- Kalau nggak dikritisi, kan bia-

sanya merasa kita semua or the
track,” ujar Sekretaris Jenderal
DPP PPPitu.

Arxrsul mengakui tidak
mungkin bisa sermua RUU da-
lam Prolegnas bisa disahkan.
Namun ke depannya, masuk-
nya RUU ke dalam Prolegnas
harus diperbaiki, meskipun
memang banyaknya aspirasi
dari masyarakat ke fraksi ter-
kait mendesaknya pembahas-
an suatu RUU tidak bisa di-
hindari.“Sayakirakedepanha-
ruskitaperbaiki,” pungkasnya.

Perlu diketahui, adapun
RUU Minol, RUU Pertemba-
kauan, RUU Iptek, RUU Ke-
wirausahaan, RUU Wawasan
Nusantara, RKUHP, RUU Ja-
batan Hakim, RUU Mahkamah
Konstitusi, RUU Larangan
Praktek Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat,
RUU Perkoperasian, RUU Pe-
nyelenggara Ibadah Haji dan
Umrah, RUU Penghapusan Ke-
kerasan Seksual, RUU Kebidan-
an, Revisi UU Nomor 5/ 2014
tentang Aparatur Sipil Negara,

RUU Ekonomi Kreatif.
@ kiiswondari
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